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‘EnE Deluin maimpy membacs,
meniilis dan berhitung;
bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun
2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan
Wajib Belagjar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan
Pemberantasan Buts Aksara, Bupsaii diperintahkan untuk
segera melaksanakan gerakan nasional percepatan
penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan
tahun dan pemberantasan buts sksars berdasarkan
pedoman pelaksanasn gerakan nasional percepatan
penuniasan waith belaiar pendidikan dasar sembilan
tahun dan pemberantasan buta aksara

hwa berkenaan dengan hal sebagaimana dimaksud
daiam huruf a, guna meningkatkan kemampuan
membaca dan menulis aksara bagi penduduk usia 15
tahun ke atas di Kabupaten Lombok Tengah dipandang
pertu untuk melskssnaksn gerskan penuntasan buta

sksara Secara DETKesInamDUngan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mans dimsaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ periu menetapkan
Peraturan DBupati ifentang Gerakan Penuniasan DButa
Aksara di Kabupaien Lombok Tengab.



ngingat : 1. Undang Undang HNomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah—daerah Tingkat II dalam Wilavah
Daerah-daergh Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambshan Lembaran
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional {Lembaran Negara Repubiik Indonesia
tahun 2003 Nomor 78. Tambazhan Lembaran Negara
-.:‘i:ﬂlﬂ.ﬁﬂi Indonesia Nomor 4301 &

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran HNegara Republik
indonesia Tanhun 2034 Fomor 244, Tambahan iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 | sebagaimana

telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor @ Tahun 2015 tentang Perubshan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesiz Tahun 2015 Nomor 39, Tambahan lLembaran
Negara Repubiik indonesia Nomor 5675

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1§ Tahun 2005 tentang
Standar Nasiongl Pendidikan {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496};
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tszhun 2008 fentang
Pendanasn Pendidikan {lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2008 Komor S1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864};
7. Peraturan Daerah

Nomaor 2

Penyelenggaraan Pendidikan (
is

Tahun 2009 ten
i=

ombok Ten

Menetapian

tentang
mbaran Daergh Kabupaten
gah Tahun 2009 Nomor 2};
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Pemerintah Daemh adalah kepala daerah sebagai unsur
penvelengegaras Pemerintahan Daerah vang memimpin
pelaksanaan  urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

upati adalah Bupati Lombok Tengah
Dinas Pendigigan, Faig Sflwyum_}rd Gisepul Dmnas acaan

Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah.
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Kepala Dinas Pendidikan, yang selanjuinya disebut Kepala
Dinas adalah Kepalzs Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok
Tengah .

Kementerian Agamsa adaish Kantor Kemenferian Agama
Kabupaten Lombok Tengah

Pendidikan adaian usaha sadar dan ierencana uniuk

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar

warga belaiar secara aktif mengembangkan potensi dirinya

=

miliki  kekuatan  spiritual  keagamaan,

untuk

;e;%

g}eagezaéaiiszz diri, kepribadian, kecerdasan. akhilak mulia,

serta ;«;etgramgﬁaﬁ yvang diperiukan dirinva, masyarakat,
Pendidikan anak usia dini adalah sualu upaya pembinaan
vang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia
6 giﬁ_.ﬁ:_.é tahun yang dilalmilron melabnd ;ﬁm hwerian
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rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan

dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memilild
kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut
Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidiken vang
melandssi jenjang pentidikan menengsn. rendidikan dasar
berbentuk sekolah dasar {(SDj dan madrasah ibtidaivah (MI)
ataun bentuk lain yang sederzjat serta sekolah menengsh
pertama (SMP} dan madrasah tsanawivah (MTsl. atau
hentuk lain vang sedergiat

Pendidikan menengzah adaish jenjang pendidikan pada jalur
pendidikan formal vans merupskan Bnjutsn pendidikan

E e, £ AL

G8SaT, DEIDEIiUR SEROIBN MONengan Alas, Maorasan Ayarn,
Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Alivah
Kejuruan atau bentuk lain yang sedergjat,

Pendidikan tinggi adalah jeniang pendidikan pada ialur
pendidikan formal setelah pendidikan menengah vang dapat
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berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister,
spesialis, dan doktor, vang diselenggarakan oleh perguruan
tingzi.

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur
pendidikan menengsh, dan pendidinen UNEEL

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar
pendidikan formal yang dapat diaksanakan secara
terstrukiur dan berieniang

Pendidikan keaksaraan dasar adalah layvanan pendidikan
pada warga masyaraskat buta sksara Iatin agar memiliki
kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, berbahasa
indonesia, dan mengsnaiss sehingss membenikan peluang

untuk aktuslisasi potensi dirl.
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Yavasan aaa:ian badan hukum vang terair: zatag kexavaan

tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan
yang tidak mempunyai anggota.

Masvarakat adalah kelompok wargse negara Indonesia
nonpemernian yang mempunyai pernatian dan peranan di
bidang pendidikan

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang
SRS R RRRsy ST 5SS BRSNS FREEGRSRSy e ER B = J&es2

digunakan sebagai pedoman penysienggaraan kegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.

Pendidikan Diniyah Forma! adalab lembags pendidikan
keagamasn isiam yang diselenggarskan oieh dan berada di
ialam pesantren secara terstrukitur dan berjeniang pada

ighir nendidikan finrme
J-vt-isa--
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Pondok Pesantren vang selaniutnva disebut pesantren

FE==2

adalah lembaga pendidikan keagmaan Islam vang

iselenggarakan oleh masyarakst vang menvelenggarakan

satusn pendidi¥an pesantren dan/atau secars terpadu
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Pasal 2
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{1} Geraken penuntasan buta agksara  dimaksudkan
membelajarkan penduduk buta sksars usiz 15 tghun ke
atas prioritas usis 1559 tghun, untuk mempercleh

pendidikan keaksaraan dasar agar memiliki kemampuan
membara, menulis, dan berhitung Berbahasa ndonesia,
dan menganahisa Seninggs memberikan pemang uniuk
aktualisasi potensi diri sesuai dengan standar kompetensi
Liilusan pendidikan keaksaragn dasar;
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{21 Memperluas akses penyelenggaraan pendidikan keaksaraan

dasar bagi orang éezif_ﬁ_._ﬁa;
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vayvasan, dan organisasi ainnya unfuk men}*eienggara}ian
DENGIGIAAT ASSKSSTSan GS5ar.

Ruang Ungkup Gerskan Penuniasan Buta Aksara adalsh
penduduk buts sksara usia 15 tahun keatas pricritas usia 15-59
tahun di Kabupaten Lombok Tengah
BAB IV
PENYELENGGARAAN
Bagian Kesatu
Penvelenggara
Pasal 4
{1} Gerakan Penuntasan buta aksara dapat diselenggarakan

Kemasyaraxaisn menpii

a. Sanggar Kegiatan Belajar {SKB};

" it - PR
b. Pusat Kegiatan Belgjar Masyaraiat {PKEM);

L["'}

Kelompok Belajar {Kejar};
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Pondok Pesantiren:

Pendidikan Dinivah Formal |
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f. Yayasan, organisasi waniia, organisasi masvarakat,
organisasi profesi dan organisasi Izin vang bergerak di
bidang Pendidikan;

g. Institusi TNi/P

h. Perguruan Tinggi

Peneiapan penveienggars gerakan penunissan buia aksara

sebagaimans dimaksud pada avat {1} ditetapkan oleh

Kepala Dinas,

Warga belajar

Paazis

Warga belaiar pendidikan keaksaraan dasar adaish penduduk

buia aksaras, usia 15 iahon ke aias, priorias usia 15-50 iahun
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Bagian Ketiga
Titor
Pasal g

Tutor gerakan penuntasan buta aksara adalah sefiap orang

yang bersedia dan berkomiimen membanitu membelajarkan

warga belajar.

Tutor sebagaimana dimaksud pada avat (i) harus

memenuhi persyaratan yang meliputi;

a. Memiliki kompetensi keberaksaraan dan pengetahuan
dasar tentzng subsiansi materi vang akan
dibelajarkan;

b. Mampu mengelola pembelgjaran dengan kaidah
?embeigar&n orang dewasa;

d. Bertempat tinggal di atau éﬁk&i dengan lokasi
pembelajaran

Dalam pelaksansan pembelgiaran aksara bagl warga

penvandang buia aksara dapal melbatkan guru vang

bertugas di lembage Pendidikan Anak Usia Dini, satuan

Pendidikan Dasar dan Pendidikan Msenegah 4i luar jam

kerjs guru vang bersangxuisn;
Guru sebagaimana dimaksud pada avat {3] membentuk
sebuah kslomipok belajar atau pusat kegiatan belajar

masvarakat paling sedikit 2 {dual orang gury sisu sat
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Bagian Keempat

Kurikulum
Paszsl7
{1} Pendidikan keaksaraan dasar dilaksanskan minimal
114 jam pembelaiaran;
(2} Satu jam pembelajaran sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} berlangsung selama 60 {enam puluh) menit;
(3} Pembelajaran keaksaraan mengacu pada standar

kompetensi kelulusan, kompetensi inti, kompetensi
dasar pendidikan keaksarasn dasar,
Bagian Kelima
Penilaian
Pasal 8

Penilaian dimsksudkan uniuk mengukur capaien
pembelajaran dan hasil belajar warga belajar oleh Tutor
dilakukan pada awal, proses, dan akhir pembelajaran
pendidikan keaksaraan dasar.

Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat {1} meliputi:

a. Peniigian awal, dimsksudkan untuk mengetahui
kemampuzn awal membaca, menulis, dan berhitung;

b. Penilaian proses, dimaksudkan untuk mengetahui
perkembangsn kemawmpusn wargs belajar sesuai
dengan standar kompetens: luhisan:

c. Penilaian akhir, dimaksudkan untuk mengetahui
ketercapaian kompetensi warga belagiar terhadap
standar komptensi lulusan,

Warga belajar yvang telah dinvatakan mencapai standar

kompetensi kelulusan sebagaimana yang dipersvaratian

dinyatakan lulus/selesai dan diberikan Surat Keterangan

Wigiek Aksars

Surat Keterangan Melek Aksara sebagaimana dimaksud

pada ayat {3} diberi Nomor Seri dan diterbitkan gleh
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan,



S

LAl

Bagian Keenam
Sarana Prasarana
Pasal 5

Setiap lembaga penyelenggara pendidikan keaksaraan dasar
wajic menyediakan sarema prasarana vang memenuhi
persyaratan iteknis baik dari segi jumish maupun
kualitasnya yang meliputi sarana prasarana pembelajaran,
sarana administrasi pembelgjaran, sarana adminisirasi
keuangan, dan sarana administrasi umum.
Sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada avat (1)
terdiri dari:
1. Sarana prasarana pembelgiaran meliputi:

a. ‘Tempsi pembelajaran;

b. Alat tulis;

¢. Modul dan bahan gjar
2. Sarana administrasi pembelajaran

a. Buku induk wargs belajar

b. Daftar hadir Tutor

¢. Daftar hadir warga belaiar.

Buku laporan perkembangan Kemajuan dan hasil

f

belajar warga belajar

3. Bukukasumum
4. Bukutamu
BAB Y
PERCEPATAN PENUNTASAN BUTA AKSARA
Pasal 10

Uniuk menjamin keberhasilan penuniassn buts aksara secara

sistematis dan berkesinambungan, Bupati:

i

vienetapkan target pencapzian penuntasan buta aksara
sebagai salah satu indikator pokok dalam Rencana
embangunan Jangks Menengah Daergh (RPJMD);

Menugaskan OPD dan atau Lembagsa terkait sesuai tugas
dan fungsinya untuk menstapkan indikator pencapaian

penuniasan puia akssra dalam Rencana Sirategis {Rensira)

Menugaskan OPD dan atau Lembags terkait melaksanakan
program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinva untuk

mendukung pencapaian {ujuan penuniasan buta aksara.
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BAB VI
TANGGUNG JAWAB DAN PERAN MASYARAKAT
Pasal i1
Keberhasilan penuntasan buta sksars merupsksn
tanggungiawab Pemerintah Dasrah
Tanggungawap Femermiah Daerah sebagaimana dimaksud
pada avat {1} berupa pembentukan Hm koordinasi/
kelompok kerja penuntasan buta aksara tingkat :
a. Kabupaten
b. Kecamatan
¢. Desa/Kelurahan
paga ayar i2; nurad a ierdoi dan unsur pemenmiah,
masyarakaf dan swasta

Tugas Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana

dimaksud pada avat (2! adalah :

a. Membaniu melakukan pendataan bagi penduduk vang
tidak dapat membaca, menulis dan berhitung;

b. Melaporkan hasil pendataan dimaksud kepada Bupati
Secars DETEnIansg,

c. Melakukan validasi data secara berkala dan evaluasi
kemampuan penduduk dalam membaca, menulis,
berhitung bersama dengan satuan kevia perangkat
pemeriniah dacrah terkaii;

d. Mensosialisasikan pentingnya melek aksara;

e. Memberdavakan sekolah formal dan non formal dalam
PIOSES pempeigiaran Keaksargan.

f. Mengintensifkan kerjasama dengan Lembaga swadava
masyarakat; dan

g  Membuat program pendidikan membaca, menulis, dan

s

berhitung secarg inovatif melalyl kegintan di luar
sekolzh.
Peran serta masvarakat dalam pelaksanasn gerakan
penuniasan buis aksars meliputl peran seria persecrangan,
keluarga, kelompok, organisasi profesi, pengussha,
yayasan, dan organisasi masvarakat lainnya,



BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal i
{1} Bupati melakukan pembinsan dan pengawasan ferhadap
Gerazkan Penuniasan Buta Aksara;
{2} Pembinaan dan pengawasan scbagaimana gimaksud pada
ayat {1} dilakukan melalui tim koordinasi/kelompok kerja;
{3} Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
penuniasan buiz  2ksarz  dilzksanskan  olsh Dinas
Pengigikan dan OPD lain vang ieribat dalam Gm
koordinasi/kelompok kerja penuntasen buia aksara
{4} Mekanisme monitoring dan evaluasi gerakan penuntasan
buia asksars diteispkan dengasn kepuitusan Kepaia Dinas

Pendidikan.
BAR VIl
PEMEBIAYVAAN
Pasal 13

Pembiayaan gerakan penuniasan buta aksara dapat hersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belania Negara {(APBN}, Anggaran
Pendapatan dan Belanjz Daerah [APBDS Provinsi, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah {APBD} Kabupaten, APBDes,
dan bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat.
BABIX
PROGRAM DAN KEGIATAN
Pasal 14
{1} Perangkat Pemerintah dan Pemerintah Dasrah menviapkan
program Gan Kegisian uniuk mendukung penuniasan buia
aksara.
(2} Perangkat Pemeriniah dan Pemerintzh Daerah sebagaimana
dimzksud pads avat {1} adaiah :
ranior Kemenierian Agama;
b. Badan Pusat Statistik {BPS}
c. Dinas Pendidikan

G. Oreanisasi Perangxai aeran iam Lngkup Pemerinish
ZRUD

El‘l

Kabupaten.
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Peraturan Bupat ini mulal beriaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap oTEng mengeiahuinya,

T

pengundangan revaiaran Dupab i dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

SEKRETA DAERAH
KABUPATEN LOWMBUK TERGAH,

KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2019 NOMO




